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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 117 TAHUN 2017
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI] NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam l rangka mewujudkan tertib administrasi
dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu
menetapkan standar biaya perjalanan dinas;

b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif
untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan
dinas, maka diperlukan suatu standar baku dalam
pelaksanaan perjalanan dinas;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pegawal Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
" Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
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2.

10.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintghan Daergh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawal
Tidak Tetap;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8};
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI
NEGER! SIPIL DAN PEGAWAL TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG  MONGONDOW  SELATAN  TAHUN
ANGGARAN 2018,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Now s

10.

11 18

12.

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah

Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow
Selatan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pejabat Daerah adalah Pimmpinan DPRD.

Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota DPRD.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil
Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang
ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis
operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistein
kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai
negeri.

Utusan Pemerintah Daerah adalah peserta kegiatan
yang tidak tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap.

Operator Komputer Teknis adalah Operator Komputer
Sistein Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
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18,

14,

15,

16,
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18.
19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

dan Operator Komputer Lembaga Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE).

Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang
diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Perjalanan dinas adalah Perjalanan Dinas melewati
batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas
dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri atau di luar negeri.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan
Dinas dalam Kabupaten dari tempat kedudukan Satuan
Kerja. Perangkat Daerah yang bersangkutan ke daerah
tujuan pelaksanaan tugas di dalam Wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas
ke luar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dari
tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia
untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di
Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di
dalam negeri.

Lumpsum adalah uang yang dibayarken sekaligus.
Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah.

Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada
pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
yang didalamnya sudah termasuk Uang Saku dan Uang
Makan yang dibayarkan secara Lumpsum.

Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang
ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara
tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan,
penginapan/akomodasi, atau uang saku.

Uang representasi adalah tambahan biaya dalam
rangka kepatutan jabatan.

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan
yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan
perjalanan dinas.

Telahaan Staf adalah Naskah dinas yang memuat
analisa pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan
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saran-saran tentang perjalanan dinas yang dimaksud.
Telahaan Staf dibuat oleh staf, diketahui oleh
Pimpinan Unit Kerja dan disetujui oleh Pejabat
Berwenang.

26. Bukti Pengeluaran Riil adalab Bukti pegeluaran
transport vang tidak dapat diperoleh bukti-bukti

pengeluaranya.

27. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan Kkerja
berada.

28. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi
tempat tujuan perjalanan dinas.

29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.

BAB II
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
Pasal 2
Perjalanan dinas Luar Daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan
pekerjaan yvang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi
yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan
hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal3

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang
dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun
Anggaran 2018.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk
perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal:

a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh
pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan strata 3;

b. mendapatkan pengobatan di Iuar negeri berdasarkan keputusan
pejabat berwenang;

c. menjemput atau mengantar jenazah Pejabat negara, pegawai
Negeri dan pegawai Tidak tetap yang meninggal dunia di [uar
negeri karena melaksanakan tugas kedinasan.

d. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya,
studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;

e. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
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f. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau
kegiatan sejenis.

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBD adalah perjalanan
dinas dari:

a. Bupati dan Wakil Bupati,

b. Pimpinan dan Anggota DPRD,

c. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

d. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

(2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap serta Utusan Pemerintah Daerah yang akan melakukan
perjalanan  dinas  terlebih  dahulu harus mendapat
persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

(3) Persetujuan perjalanan dinas yang di maksud pada ayat (1) untuk
perjalanan dinas luar negeri berupa surat persetujuan pejabat
yang berwenang;

(4) Persetujuan/perintah sebagaimana di maksud pada ayat (1) Surat
Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(5) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah:

a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau
Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD
sesuai dengan tata tertib dewan;

c. Pejabat Eselon U dan eselon I pimpinan perangkat daerah,
SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dalam hal
Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris
Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh
asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan
dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak
dapat ditunda pelaksanaannya;

d. Pejabat Eselon I dan Eselon IV, tenaga Sipil Lainnya dan
delegasi, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal
Sekretaris  Daerah  berhalangan maka  SPT  dapat
ditandatangani oleh Asisten, dengan ketentuan bahwa
perjalanan dinas yang akan dilaksanalkan mempunyai
pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda
pelaksanaannya;

e. Pegawai Tidak tetap SPT ditanda tangani oleh Pimpinan SKPD
yang bersangkutan;
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(1)

SPPD di tandatangani oleh Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran SKPD; dan
Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (4}
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri terdiri

dari:

a biaya penginapan/akomodasi;

b, uang harian yang meliputi uang makan, uang saku,
transport harian dan uang representasi (untuk Perjalanan
Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah
Lainnya dan Pejabat Eselon II);

c. blaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan

angkutan laut,

d. Transport Lokal yang terdiri dari :

1. Transport dari Molibagu ke Bandara (PP)
2. Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat
kegiatan (PP)

e, Visa untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(3)
()

(6)

(7)

a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dalam hal
pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel] atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen} dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.

Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (at cost).

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang
dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat
Daerah Lainnya, Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan
fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak
mendapatkan pembayaran uang transport.

Termasuk yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) adalah
perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh pimpinan
dan anggota DPRD yang mendapatkan tunjangan transportasi
maka tidak diberikan uang transport.

Besaran Satuan DBiaya Penginapan, Uang Harian dan
Transport Lokal  sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IL

Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan
transport lokal yang tercantum dalam Lampiran 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif batas
tertinggi yang berlaku bagi masing-masing tingkat perjalanan
dinas.



(8) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dan
eselon dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang
terdiri dari :

a. pejabat negara untuk Bupati dan Walkil Bupati;

b. pejabat daerah untuk Pimpinan DPRD dan Seckretaris
Daearah;

c. pejabat daerah lainnya untuk anggota DPRD dan pejabat
eselon II untuk pimpinan PD;

d. pejabat eselon llI/Golongan IV untuk pejabat eselon IlII dan
staf golongan IV;

e. pejabat eselon IV/Golongan III untuk pejabat eselon IV dan
staf golongan IlI;

f. golongan 1/1I; untuk staf golongan I dan IJ;

g tenaga ahli/ instruktur/ narasumber pendamping
pemerintah daerah;

h. tenaga ahli/instruktur /narasumber sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf g adalah tenaga
ahlifinstruktur/narasumber yang diundang oleh
pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan
untuk pembayaran perjalanan dinas pejabat tersebut
disesuaikan dengan tingkat golongan pejabat yang
bersangkutan; dan

i. Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari :

1. Sopir kendaraan dinas : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda,
Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan, Bagian,
Kepala Kantor, Camat;

2. Ajudan dari : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda

'~ dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan;

3. Operator Komputer Teknis pada unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4. Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang
Mongondow sclatamn;

5. Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Bolaang Mongondow selatamn;

6. Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah
Daerah dalam kegiatan di luar Daerah;

7. Tenaga Kolektor Pendapatan Asli Daerah dan Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
dan Kolektor Pendapatan Asli Daerah;

8. Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,;

9. Tutor PAUD;

10. Tenaga Harian Lepas ( Inventarisasi Barang Milik
Daerah ); dan

11. Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati.
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(9)

(10}

(11)

(12)

Pembebanan Perjalanan dinas Pengurus Tim Pengerak PKK
dan Pengurus Dharma Wanita sebagaimana dimaksud pada
Ayat (8) huruf i angka 4 dan angka 5 dikelompokan sebagai
berikut:

a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pengerak PKK dan Ketua dan
Wakil Ketua Dharma Wanita dikelompokan setara dengan
Pejabat Eselon IV/ Golongan III; dan

b. Pengurus Anggota Tim Pengerak PKK dan Anggota Pengurus
Dharma Wanita dikelompokan setara dengan Golongan II/L

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1} dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dan

eselon dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang
terdiri dari :
a. pejabat negara untuk Bupati dan Wakil Bupati;
b. pejabat daerah untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris
Daearah;
c. pejabat daerah lainnya untuk anggota DPRD dan
pejabat eselon I untuk pimpinan SKPD;
d. pejabat eselon III/Golongan IV untuk pejabat eselon III
dan staf golongan 1V;
e. pejabat eselon IV/Golongan III untuk pejabat eselon IV
dan staf golongan III; dan
f. galongan I/II; untuk staf golongan I dan IL

Besaran satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam

Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Uang harian untuk Perjalanan dinas luar negeri mencakup

biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang

transport harian dan uang representasi), transportasi lokal

(dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana

berikut:

a. menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka
melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, huruf e dan huruf §
termasuk uang  harian akibat transit menunggu
pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah alat
transportasi lain;

b. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a;

c. transit paling lama 1 (satu) hari untuk tiap kali menunggu
moda transportasi dalam hal perjalanan tidak dapat
dilakukan langsung;
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(13)

(14)

(15)

(1)

d. paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b;

e. paling banyak 5 (lima} hari untuk Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢;

f. bagi Pejabat Negara/Pegawal Negeri/Pegawai Tidak Tetap
yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan
perlu dirawat dirumah sakit maka kepada yang
bersangkutan dibayarkan paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan; dan

g. bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut
serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit
selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan
dibayarkan paling tinggi 80% (delapan puluh persen} dari
uang harian suami/isteri.

Dikecualikan pada ketentuan pasal 6 ayat (4] adalah

perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh pejabat

Eselon II, Eselon IlI, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya

dan Pejabat Pengguna Kendaraan Operasional yang

menggunakan fasilitas kendaraan dinas yang mana pada saat
melakukan perjalan dinas kendaraan dinas yang bersangkutan
mengalami  kerusakan maka kepada pejabat yang
bersangkutan dapat diberikan uang transport yang dibayarkan
sesuai dengan biaya riil (af cost) dengan ketentuan harus
melampirkan Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dari

Pejabat yang bersangkutan dengan mengetahui Sekretaris

Daerah dan melampirkan Foto Dokumentasi Kendaraan Dinas

yang rusak.

Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan yang dimaksud pada

ayat (13) hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali

perjalanan dinas.

Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dimaksud pada ayat

(13} tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7
Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak
menggunakan kendaraan dinas diberikan Uang Transport
Lokal.
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(2)

(4)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

Uang Transport Lokal di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan
Gorontalo sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah
Transport dari Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Seclatan
ke kota tempat tujuan di Wilayah Sulawesi Utara/bandara atau
diwilayah Provinsi Gorontalo atau tempat kegiatan atau
sebaliknya dengan dihitung Pergi Pulang (PP) serta dibayarkan
sesuai dengan biaya rill (at cost) berdasarkan rincian besaran
uang transport yang disesuaikan dengan kota tujuan dalam
Provinsi Sulawesi Utara/ Gorontalo.

Uang Transport Lokal di Luar Kota Provinsi Sulawesi Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Transport dari
Bandara Kota Tujuan ke tempat kegiatan/penginapan/hotel
dihitung untuk 1 (satu] kali perjalanan dan dari tempat
penginapan/hotel ke bandara untuk 1 (satu) kali perjalanan
serta dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost).

Pejalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara dan
yang menggunakan fasilitas pesawat terbang dapat diberikan
uang transport lokal dari ibu kota provinsi/Hotel ke bandara
dengan perhitungan orang perkali pergi pulang (PP] dan
dibayarkan dengan biaya rill (at cost).

Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4] berlaku
untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang
menggunakan fasilitas transportasi udara melalui Provinsi
Gorontalo.

Satuan perhitungan uang transport dihitung berdasarkan orang
per kali.

Satuan perhitungan uang transport sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) adalah perhitungan transport 1 (satu) kali saat
keberangkatan dan 1 (satu] kali disaat kedatangan.

Satuan perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam
daerah dihitung berdasarkan satuan orang per kali setiap
penugasan.

Besaran Uang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal (1} tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Besaran uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
merupakan batasan biaya tertinggi.

Pertanggungjawaban penggunaan uang transport lokal
dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang sah;

Dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah maka
dapat menggunakan Daftar Penggunaan Riil

Daftar Penggunaan Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 8

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya, Pegawai
Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan
Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka
kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan
Dinas juga mendapatkan :
a.Biaya Pemetian; dan
b.Biaya Angkutan jenazah.

(2) Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana di
maksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Perjalanan Dinas dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat
Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya, dan Pejabat Eselon
I, diberikan uang representasi per hari dalam hal melaksanakan
perjalanan dinas luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas di
luar kota diberikan uang representasi perhari masing-masing
sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiahj;

b. Pejabat Daecrah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Eselon II
dalam melakukan perjalanan dinas di luar kota diberikan uang
representasi perhari masing-masing sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

¢. Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas
dalam kota lebih dari 8 {delapan) jam diberikan uang
representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiahj; dan

d. Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Eselon II
dalam melakukan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8
(delapan} jam diberikan uang representasi perhari masing-
masing sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10
(1) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis,
kursus, diklat dan  kegiatan sejenis yang  biaya
hotel/penginapan/akomodasi/konsumsi telah rnenjadi
tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang
kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang
melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:



a. Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari
sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan apabila
Biaya Penginapan ditanggung oleh Panitia;

b. Uang Harian Diklat dibayarkan berdasarkan jumlah hari
pelaksanaan kegiatan;

c. Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat
Eselon IIj;

d. Biaya Transport Lokal dari Tempat Kedudukan ke Tempat
Kegiatan/Bandara dan dari bandara kota tujuan ke tempat

e. penginapan/tempat kegiatan atau sebaliknya;

f. Biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket
transportasi udara yang dibayarkan berdasarkan biaya rill
dan

g. Uang Harian Luar Daerah 1 (Satu} Hari sebelum dan 1 (satu)
hari sesudah kegiatan.

h. Apabila pelaksanaan kegiatan, konsumsi ditanggung oleh
penyelenggara hanya terbatas pada 1 waktu jam makan,
maka uang makan dibayarkan sebesar 30% dari uang
makan dalam uang harian.

(2) Uang Harian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b; tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati melaksanakan perjalanan
dinas untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara
yang mana diundang sebagai Narasumber pada kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kepada Bupati dan Wakil
Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinas.

{4) Ketentuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] berlaku bagi PNS, apabila mendapat disposisi dari
Bupati atau Wakil Bupati.

(5) Dalam hal perjalanan dinas untuk menghadari undangan dari
pihak penyelenggara yang mana diundang sebgai Narasumber/
Tenaga Ahli [/ Fasilitator/, Pelatih pada kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota Lainnya dan/ atau PD dan Desa, maka kepada Pejabat
Negara atau Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan biaya
perjalanan dinas dengan mempertimbangkan aspek biaya yag
ditanggung oleh penyelenggara kegiatan.

(6) Aspek biaya sebagimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
komponen biaya yang menjadi tanggungan penyelenggara dan
biaya yang diluar tanggungan penyelenggara yang terdiri dari
Akomodasi, Transportasi dan Uang Harian.
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Pasal 11

Dalam hal Bupati/Wakil Bupati menghadiri undangan kemasyarakatan
dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka
pelaksanaan tugas kemasyarakatan Bupati/Waltil Bupati sebagaimana
dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas.

Pasal 12

(1) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan pada Provinsi

(2)

(4)

(5]

Gorontalo dikelompokan pada perjalanan dinas Luar Daerah Luar
Provinsi.

Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal
(1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan
resmi dan/ atau kegiatan studi banding.

Kegiatan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan apabila mendesak untuk dilaksanakan dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta prinsip
kewa jaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Dikecualikan pada ketentuan ayat (1) untuk perjalanan dinas
dalam rangka konsultasi dan koordinasi.

Kegiatan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) hanya dapat dilakukan pada Kementerian Teknis yang
yang terkait.

Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan
Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau
Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas
pengawalan dari Molbagu-Bandara pergi pulang (PP] pada
perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh
Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud
dikategorikan sebagai perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi
dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.

(7) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimkasud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Udara)

sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c
pelaksanaannya di bayar sesuai yang tercantum dalam tiket (af
cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara
(airport fax) atau kartu masuk lainnya dengan batas maksimal
untuk Kelas Bisnis Rp. 15.000.000,00 (PP) dan kelas ekonomi Rp.
4.500.000,00 (PP).

(2)Fasilitas Transportasi yang digunakan dalam perjalanan dinas

yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat
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Daerah Lainnya, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
ditentukan berdasarkan jabatan dari pejabat yang ditugaskan.

Pasal 14

Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai
berikut:

1)

2)

(1)

{2)

(3)

Perjalanan dinas luar negeri waktu pelaksanaannya diatur
sebagai berikut : perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan
seminar, diklat, simposium dilaksanakan sesuai dengan
jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu)
hari sebelum dan 1 ({satu) hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.

Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi waktu

pelaksanaan kegiatannya diatur sebagai berikut:

a. perjalanan dinas dengan penugasan hanya 1 (satu)
perihalftujuan  pelaksanaan kegiatan maksimal
dilaksanakan selama 3 (tiga} hari sudah termasuk 1
(satu) hari sebelum dan 1 (satu} hari sesudah

. pelaksanaan perjalanan dinas;

b. perjalanan dinas dengan penugasan dua perihal/tujuan
pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 5
(lima) hari perjalanan dinas sudah termasuk 1 (satu) hari
sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan
perjalanan dinas;

¢. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan
bimbingan teknis, seminar, simposium, jumlah hari
perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari
pelaksanaan kegiatan termasuk 1 (satu) hari sebelum
dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan; dan

d. perjalanan Dinas dengan penugasan lebih dari 2 (dua)
perihal dibatasi maksimal 5 (lima} hari pelaksanaan
perjalanan dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
Pasal 15

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dapat dibiayai oleh
APBD  berlaku ketentuan berdasarkan penugasan dan
pembayaranya berdasarkan satuan per hari penugasan.

Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan
Peraturan Bupati.

Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan untuk kegiatan
vang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 8 (delapan)
jam pelaksanaan kegiatan di luar tempat tugas.
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(4)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk Perangkat
Daerah Kecamatan dan Puskesmas, SPT dan SPPD di
tandatangani oleh Pimpinan Kerja masing-masing.

BAB IV
PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisah dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(4)

(1)

BABV
PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT

Pasal 17

Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan
oleh PD tertentu di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan dapat diberikan pengembalian uang transport lokal.

Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang
diadakan oleh PD tertentu di ibu kota Kecamatan di wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan malka Peserta yang
berasal dari Desa ke lbukota Kecamatan dapat diberikan
pengembalian uang transport.

Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang
diadakan oleh PD tertentu di dalam Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang
transport bagi Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat
diberikan pengembalian uang transport yang dibayarkan
berdasarkan biaya rill {at cost) dengan batasan biaya tertinggi.

Besaran pengembalian uang transport yang dimaksud pada
ayat (1}, ayat (2} dan ayat (3} tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

: BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 18

Setiap pejabat eselon II, III, IV dan staf pada masing-masing PD
yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam hal
koordinasi dan konsultasi, wajib membuat telaahan staf yang
ditandatangani oleh atasan langsung dengan mengetahui
Pimpinan PD.
Dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri
undangan rapat, seminar, diklat ataupun kegiatan-kegiatan
lainnya.



(3) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan keabsahan dalam

(4)

pelaksanaan perjalanan dinas, bahwa lembar lampiran
perjalanman dinas diwajibkan ditandatangani oleh pejabat yang
dituju dan penandatanganan oleh pejabat yang dituju
disesuaikan dengan jumlah perihal/tujuan dalam Surat
Perintah Tugas.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh
kecamatan dan Puskesmas.

Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas,

(2)

(3)

(1)

(2)

biaya pembatalan dapat dibebankan pada Anggaran Perangkat
Daerah yang berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari
pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini,

b. Surat Pernyataan  Pembebanan Biaya  Pembatalan
Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

¢. Pernyataan/Tanda Bukti Biaya Transport dari pemilik
kendaraan yang disahkan oleh PPK.

Blaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya Pembatalan Tiket atau biaya transport;

b. seébagian atau seluruh biaya tiket atau biaya transport yang
tidak dapat dikembalikan/refund oleh Pihak Penyedia
Tiket/Pihak Ketiga; dan

¢. biaya Transport tidak dapat dibayarkan apabila pejabat yang
bersangkutan pada saat yang bersamaan ditugaskan di
wilayah kedudukan pejabat tersebut dan hanya dibayarkan
uang harian transpor lokal.

Pasal 20
Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-
lambatnya 7 (tujuh} hari sesudah kembali diwa jibkan
memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang
memberikan perintah.
Dokumen Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan yaitu:
a. Perjalanan Dinas Luar Negeri:

1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;
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10.
11,

12,

13.

14.
15.
16.
L.

18.

Surat Perintah Tugas (SPT);

Surat Persetujuan Pemerintah;

SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas});

Fotocopy halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda
keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang
berwenang;

Biaya pembuatan Visa;

Bukti Tiket (Pesawat Udara, Kapal Laut, Bus, Kereta
Api);

Boarding Pass dan Airport Tax;

Bukti pengeluaran yang sah  untuk  biaya
penginapan/Bill hotel;

Laporan perjalanan dinas;

Telaahan Staf yang telah di setujui oleh pejabat
berwenang;

Bukti pengeluaran Transport lokal berupa kwitansi
atau bukti pembayaran lainya yang sah;

Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dan foto
dokumentasi kendaraan dinas yang rusak (untuk
Pimpinan PD/Pejabat Struktural, Pejabat Daerah,
Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna
Kendaraan Operasional) yang mengalami kerusakan
kendaraan dinas;

Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranyal,
sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;
Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
(untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi
Surat Perintah Tugas);

Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas (untuk perjalanan dinas yang
dibatalkan oleh pemberi Surat Perintah Tugas); dan
Lembar Perhitungan Rampung Perjalanan Dinas,
scbagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi dan Dalam
Provinsi yaitu :

<&
2.
3.

Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara;

Surat Perintah Tugas (SPT);

SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas] yang telah
ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan
telah disahkan;

Bukti Tiket Pesawat Udara, Kapal Laut, Bus, Kereta Api
(Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi);
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5. Boarding Pass dan Airport Tax (Untuk Perjalanan Dinas
Luar Provinsi);

6. Bukti Pembayaran tiket ke maskapai / pihak travel
baik berupa Struk Pembayaran Via ATM dan / atau
Invoice dari pihak travel (Untuk Perjalanan Dinas Luar
Provinsi);

7. Bukti pengeluaran Transport Lokal berupa kwitansi
atau bukti pembayaran lainya yang sah;

8. Bukti pengeluaran Transport Lokal berupa kwitansi
" atau bukti pembayaran lainya yang sabh;

9, Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport
yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya),
sesuai dengan Format sebagaimana tercantum pada
Lampiran VI yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

10. Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan dan {oto

“ dokumen Pimpinan PD /Pejabat Struktural, Pejabat
Daerah, Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna
Kendaraan Operasional) yang mengalami kerusakan
kendaraan dinas;

11, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
(untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi
surat perintah tugas)

12. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas (untuk perjalanan dinas yang
dibatalkan oleh pemberi surat perintah tugas);

13. Surat Pernyataan Kerusakan Kendaraan (untuk
Pimpinan SKPD/Pejabat Struktural, Pejabat Daerah,
Pejabat Daerah Lainnya dan Pejabat Pengguna
Kendaraan Operasional] vyang mengalami kerusakan
kendaraan dinas;

14. Laporan perjalanan dinas;

15. Bukti Pembayaran Penginapan/Bill Hotel,

16. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;

17. Dokumentast,

18. Telaahan staf (dikecualikan yang ada undangan); dan

19, Lembar Perhitungan Rampung Perjalanan Dinas,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

c. Tiket yang dimaksud pada huruf b poin 4 adalah tiket dari
tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dan
bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai
transit.

(3) Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan dinas
dalam daerah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan yaitu:

a. Surat Perintah Tugas (SPT);



b. SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) yang telah ditanda
tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
dan

c. Laporan Perjalanan Dinas.

(4) Pembayaran Biaya Tiket dibayarkan kepada pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan
tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya sesuai
dengan penugasan pada pejabat yang bersangkutan.

(5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah hanya
dapat dilakukan sesuai dengan tercantum dalam Surat Perintah
Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak
diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak
tercantum dalam Surat Perintah Tugas.

(6) Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah
terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak
sesuai dengan Surat Perintah Tugas maka biaya tiket dari
tempat kedudukan ke tempat tujuan tersebut tidak dapat
dibayarkan.

(7) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap diwajibkan melampirkan foto dokumentasi
pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jumlah hari
pelaksanaan tugas.

(8) Dikecualikan pada ketentuan ayat (7) untuk Sopir Kendaraan
Dinas.

Pasal 21

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris
Daerah, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya
perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan
dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

(2) Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah, Pejabat Daerah Lainnya,
Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai tidak tetap yang menerima
biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 22

Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas
bertanggungjawab atas ketertiban dan efisiensi peiaksanaan
peraturan Bupati ini dalam lingkup PD masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23
(1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisiensi dan
efektivitas pelaksangan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan



(3)

(4)

{S)

dengan selektif maka untuk perjalanan dinas yang dilakukan
dalam rangka mendampingi Anggota DPRD dilaksanakan
dengan ketentuan pendamping maksimal 2 (dua} orang Pegawai
Negeri Sipil dengan uraian 1 {satu) orang Pejabat Esclon II atau
IIl dan 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV atau Staf.

Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan
dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh pejabat yang
tercantum dalam surat undangan dan tidak diperkenankan
dilaksanakan oleh pejabat yang tidak tercantum dalam surat
undangan.

Dalam hal Pimpinan PD yang terundang berhalangan/tidak
dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan
kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi
yang sesuai dengan penugasan.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) yaitu perjalanan
dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk
menghadiri undangan yang mengharuskan adanya
pendampingan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan PD untuk
menghadiri undangan dapat didampingi pegawai yang
mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi yang
bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan serta disposisi
dari pimpinan PD.

{6) Dalam hal perialanan dinas untuk mengantar surat atau

undangan yang bersifat umum tidak diperkenankan dilakukan
oleh Pimpinan PD, dan pelaksanakan tugas tersebut dapat
didelegasikan kepada pejabat eselon dibawah pimpinan PD
dinas yang bersangkutan.

(7) Perjalanan dalam rangka konsultasi dan koordinasi tidak dapat

dilaksanakan oleh staf PD.

(8) Dalam keadaan mendesak perjalanan dinas dalam rangka

(9)

konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan oleh staf PD
dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya pejabat eselon IV.
Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka
konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan paling bayak
oleh 3 [tiga) orang pegawai dalam satu kali penugasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati terakhir Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

d



Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BOLAANG NGONDOW SELATANé.

.+ |HERSON MAYULU
L iy
.."-_/,,2""

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 Desember 2017

MONGONDOW SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR



1 PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

e
r-.:f ;

BIAYA PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN 1l

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOQW SELATAN

nomor 11
TENTANG

TAHUN 2017

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Pejabat
Dae rah Pejabat Pejabat
No Uraian — Pejabat (PIlmpinan | Pejabat Daerah | Pejabat Eselon Eselon Eseion Golongan I/II Pﬂgﬂ::tia‘l‘idak
Negara DPRD) dan | (Anggota DPRD) I Ii/Golongan | IV/ Golongan & ity ID‘;G -
Sekretaris v I a8 &
Daerah
__1|Pengj napan __O/H | 2750000 2,500,000 | 2,000,000 1,100,000 | 800,000 700,000 600,000 600,000
______ Uang Harian i
2| Uang Saku O/H 1,500,000 1,000,000 | 750,000 600,000 530,000 530,000 450,000 ~_ 570,000
__ 3] Uang Makan O/H 500,000 400,000 | 300,000 | 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 |
| 4| Transport Lokal “O/H ] 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 |
5|Uang Representasi O/H 250,006 | 150,006 | 150,000 _"15(_)__,000 " i 2
" 6|Transport Bandara - Hotel PP | O/K 1,000,000 | 750,000 500,000 500,000 [ - 500,000 500,000 500,000 | -~ "500,000

!

o



2 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI GORONTALOQO

Pe jabat
Daeraah Pejabat Pejabat
N ol Bt Pejabat (Pimpinan | Pejabat Daerah | Pejabat Eselon Eselon Eselon Golongan 111 Pega;r:tlaTidak
. Negara DPRD) dan | (Anggota DPRD) I 111/Golongan | IV/Golongan ong P
Sekretaris 1w 4 §1 (Ilonorer /Delegasl)
Daerah
....1|Penginapan_ Lo/ ) 35000001 2500000 20000000 775000 625000) 600,000 400,000 400,000
_______ [ e DR b e e
2| UangSa ku O/H iy 500 000 ooo 000 750,000 550,000 | 500 000 400, 000 400,000 370,000 |
coam | OGO e S e pisetls ; e R TEe L MR L o b Bl 24
3|Uang Makan | __OfH _509 000 409 000 ) ______?:_O_Q_(_)_QQ_ 150,000 125, 000 _100,0Q9 . 1go,000 | 100,000
Sltemepaptenl BN b O L.t 1 L Vo | Ti00000 160,000 | 106,000 | 100,000 100,000
5|Uang Representasi H 250,000 150,000 150,000 150,000
3 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS!
Pejabat
Daeraah Pejabat Pejabat
No icadan . Pejabat (Pimpinan Pejabat Daerah | Pejabat Eseion Eselon Eselon Golengan /11 Pega:::aﬂdak
Negara DPRD) dan | (Anggota DPRD) 1 [I/Golongan | IV/Golongan £ P
P o I (Honorer /Delegasi)
Daerah
| Penginapan O/H 3,500,000 1,500,000 1,250,000 775,000 625,000 600,600 400,000 350,000
...... Vengloapan. . L SR 1 — ! : sl
_______ Uang Harian :
2|Uang Saku OfH 1,000,000 | 750,000 | 550,000 450,000 | 375000 | 350,000 350,000 200,000 |
3 Uan' 7 Makan O/fH 400,000 350,000 200,000 150,000 125,000 100,000 100,000 00,000
..... g Makan | SV R R e ] RS L0 FCRPE - . a 1
4|Transport Lokal 1. OfH__ 100,000 100,000 | 100,000 | 100,000 100 000
5|Uang Representasi O/H 125,000 75,000 75,000 75,000




3  SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Pegawai
. Pejabat Eselon | Pejabat Eselon Tidak Teta
. Eylan Satuan IIl/jGolongan v IVIJGolongan qy| Folengan UL |y over /Dl:.l
egasi)
1 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN O/H 200.000 150.000 100.000 75.000
POSIGADAN
2 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN TOMINI O/H 200.000 150.000 100.000 75.000
3 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN HELUMO O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
4 |KECAMATAN BOLAANG UKI o O/H 150.000 100.000 75.000 50.000
5 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN O/H 150.000 100.000 75.000 50.000
PINOLOSIAN
6 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
PINOLOSIAN TENGAH
7 |KECAMATAN BOLAANG UKI DARI/KE KECAMATAN O/H 200.000 150.000 100.000 75.000
PINOLOSIAN TIMUR
8 |KECAMATAN HELUMO DARI/KE KECAMATAN TOMINI O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
9 |KECAMATAN HELUMO O/H 150.000 100.000 75.000 50.000
10 |KECAMATAN HELUMO DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
11 [KECAMATAN HELUMO DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 200.000 175.000 150.000 125.000
TENGAH
12 |KECAMATAN HELUMO DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 250.000 225.000 200.000 175.000
TIMUR
13 |KECAMATAN HELUMO DARI/KE KECAMATAN POSIGADAN O/H 200.000 175.000 150.000 125.000
14 |KECAMATAN TOMINI DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 200.000 175.000 150.000 125.000
15 |KECAMATAN TOMINI DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 250.000 225.000 200.000 175.000
TENGAH
16 |KECAMATAN TOMINI DARI/KE KECAMATAN PINOLOSIAN O/H 275.000 250.000 225.000 200.000
TIMUR
17 |KECAMATAN TOMINI DARI/KE KECAMATAN POSIGADAN O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
KECAMATAN TOMINI O/H 150.000 100.000 75.000 50.000




18 |KECAMATAN PINOLOSIAN DARI/KE KECAMATAN D/H 175.000 125.000 90.000 60.000
PINOLOSIAN TENGAH

19 |KECAMATAN PINOLOSIAN DARI/KE KECAMATAN O/H 200.000 175.000 150.000 125.000
PINOLOSIAN TIMUR

20 |KECAMATAN PINOLOSIAN DARI/KE KECAMATAN O/H 250.000 225.000 200.000 175.000
POSIGADAN

21 |KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH DARI/KE KECAMATAN O/H 175.000 125.000 90.000 60.000
PINOLOSIAN TIMUR

22 |KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH DARI/KE KECAMATAN O/H 275.000 250.000 225.000 200.000
POSIGADAN

23 |KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR DARI/KE KECAMATAN O/H 300.000 275.000 250.000 225,000

POSIGADAN

¥
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4

UANG REPRESENTAS]

SATUAN TUAR KOTA | DALAM KOTA
NO URAIAN LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM
. |PEJABAT NEGARA OH 250,000 125,000
2. [PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT ESFELON I OH 150,000 75,000
5 UANG HARIAN BIMTEK,/SEMINAR/LOKAKARY A/DISEMINASI
TUAR DALAM
PROVINSI PROVINSI
"0 VIREAIRN SATUAN SULAWES! | SULAWESI
UTARA UTARA
I |UANG HARIAN BIMTEK/SEMINAR/LOKAKARY A/DISEMINASI O/H e | 14,000
6 PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT (DALAM DAERAH)
NO URAIAN SATUAN JUMLAH
T |KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN TOMINI O/H/KL 100,000
2 |KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN HELUMO O/H/KL 125,000
3 |KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN BOLAANG UKI O/H/KL 150,000
4 [KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN O/H/KL 175,000
5 |KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH O/H/KL 200,000
6 |KECAMATAN POSIGADAN dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 225,000
7 |KECAMATAN TOMINI dari/ke KECAMATAN HELUMO O/H/KL 75,000
8 |KECAMATAN TOMINI dari/ke KECAMATAN BOLAANG UKI O/H/KL 150,000
9 |KECAMATAN TOMINI dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN O/H/KL 175,000
10 KECAMATAN TOMINI daﬁ/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH O;’H/KL 200,000
11 |KECAMATAN TOMINI dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 225,000
12 |KECAMATAN HELUMO dari/ke KECAMATAN BOLAANG UKI O/H/KL 125,000
13 |KECAMATAN HELUMO dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN O/H/KL 150,000
14 |KECAMATAN HELUMO dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH O/H/KL 175,000
15 |KECAMATAN HELUMO dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 200,000
16 |KECAMATAN BOLAANG UKI dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN OJ/H/KL 75,000
17 |KECAMATAN BOLAANG UKI dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH|  0/H/KL 125,000
18 |KECAMATAN BOLAANG UKI Ke KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 150,000
19 |KECAMATAN PINOLOSIAN dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH O/H/KL 100,000
20 |KECAMATAN PINOLOSIANdari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 125,000
KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH dari/ke KECAMATAN PINOLOSIAN
21 |TIMUR O/H/KL 100,000
72 |DARI DESA KE KECAMATAN O/KL 50,000
7  PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT NARASUMBER,/INSTRUKTUR/PELATIH
NO URAIAN SATUAN JUMLAK
1 |DALAM PROVINSI O/XL/PP 1,000,000
2 |LUAR PROVINSI O/KL/PP 8,000,000




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN

2018.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS

Dasar: 1....
2....(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan
perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama AR R R R AN R e
Pangkat/ gol R L N e
NIP o = e T SR e
Jabatan R e e S R L s
2. Nama B R NS —a S o .S e
Pangkat/ gol R N s s s s e
NIP E A R R TR R
Jabatan S D
Untuk 3 i R LIRSS e o R g S S o
A R B B AR A e RN N s K A BN Peveemaens
B e e e e S e

Bolaame Wi, s sarsimsis
PEJABAT YANG BERWENANG




s i/ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

Lembar ke:
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

Pejabat yang memberi perintah

Bupati Bolaang Mongondow Selatan

Nama/NIP. Pegawai yang
diperintahkan

a. Pangkat dan Golongan
b. Jabatan

Maksud Perjalanan Dinas

Alat angkut yang dipergunakan

Q|| R W

a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

a. Lamanya perjalanan dinas
b. tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

Pengikut

Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran

10

Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di : Bolaang Uki
pada tanggal
PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

..................................................

................................



SPPD NO R RN
Berangkat Dari

{ texnpat edmdulkeam ) ;i
Pada tanggal :

...................

Ke
PPTK
NIP.
1. Tiba di Berangkat dari ST T S T ey s
Pada Tanggal Ke :
Kepala, Pada Tanggal
Kepala
III. Tiba di Beremghat At = o esssememiies
Pada Tanggal Ke
Kepala, Pada Tanggal
Kepala
IV. Tiba di o o e Berangkat dari Y e TR TR
Pada Tanggal Ke :
Kepala, Pada Tanggal
Kepala
V. Tiba kembali di :
Pada Tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas
tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NAMA PEJABAT
VI. CATATAN LAIN - LAIN
VIl. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
Bendaharawan  bertanggung jawab  berdasarkan  peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan,

kealpaannya. .

BUPATI BOLAANG KIOONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU



SATUAN BIAYA TAKSI/TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Transport Lokal dari Ibu Kota Kabupaten ke Kota di Wilayah Sulawesi Utara

dan Provinsi Gorontalo

NO DAERAH TUJUAN SATUAN BIAYA TA 2018
1 |KOTA MANADO Orang/Kali/PP 600.000
2 |KOTABITUNG Orang/Kali/PP 800.000
3 |KOTA TOMOHON Orang/Kali/PP 700.000
4 |KABUPATEN MINAHASA Orang/Kali/PP 750.000
5 |KABUPATEN MINAHASA SELATAN Orang/Kali/PP 500.000
6 |KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Orang/Kali/PP 700.000
7 |KABUPATEN MINAHASA UTARA' Orang/ Kali / PP 750.000
8 |KOTA KOTAMOBAGU Orang/ Kali / PP 200.000
9 |KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Orang/Kali/PP 300.000
10 |KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Orang/Kali/PP 400.000
11 |KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Orang/Kali/PP 600.000
12 |KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Orang/Kali/PP AT COST
13 |KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Orang/Kali/PP AT COST
14 |KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Orang/Kali/PP AT COST.
15 |PROVINSI GORONTALO Orang/Kali/PP 600.000
16 |BANDARA MANADO DAN GORONTALO Orang/ Kali /PP 750.000




UANG REPRESENTASI

DALAM KOTA
NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA | LEBIH DARI &
(DELAPAN) JAM
1. |PEJABAT NEGARA OH 250.000 125.000
5 |PMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT -
b || e OH 150.000 75.000
5  UANG HARIAN BIMTEK/SEMINAR/LOKAKARYA/DISEMINASI
| DALAM
LUAR PROVINSI PROVINSI
B URAIAN SATUAN | oULAWESE UTARA | SULAWESH
UTARA
BIMTEK/SEMINAR/LOKAKARYA/DISE
L e O/H 160.000 110.000
6 PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT {DALAM DAERAH)
NO URAIAN SATUAN JUMLAH
1 |KECAMATAN POSIGADAN O/H/KL 150.000
2 |KECAMATAN BOLAANG UKI O/H/KL 75.000
3 |KECAMATAN PINOLOSIAN O/H/KL 75.000
4 |KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH O/H/KL 125.000
5 |KECAMATAN HELUMO O/H/KL 125.000
6 |KECAMATAN TOMINI O/H/KL 150.000
7  |KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR O/H/KL 150.000
8 |DARI DESA KE KECAMATAN O/KL 50.000
7 PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT NARASUMBER/INSTRUKTUR/PELATIH
NO URAIAN SATUAN JUMLAH
1 |DALAM PROVINSI O/KL/PP 1.000.000
2 |LUAR PROVINSI O/KL/PP 8.000.000 | -
i
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FASILITAS TRANSPORTASI] BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SiPIL

LAMPIRAN [II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN
2018

MGDA TRANSPORTASI _|

NO | URAIAN - S |
' PESAWAT UDARA KAPALAPI KERETA AP1/BUS LAINNYA i

_IF. -Bupati c;a.mn .Vé/akil Bupati Bisnis o VIP / Kelas I A _ Spesial-/ E-k_sekutif Sesuai Kenyza.tza.an_I
2. | Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD - lilk;omi Kelas II. A . E;;se-l;t-i.f - Sesuai Kenyataan_
3. | Eselon Il / Golongan IV Ekonomi - Kelas II. A Eksekutif Sesuai Kenyataan_-
4. | Eselon IV / Golongan III llllgnomi Kelas II. A Ek:ek;tif Sesuai Kenyataén_i
S. | PNS Golonéan i, l_da_n Pegawai ;1dak Tetap Ekonomi _ ] Kelas IL A_._ | Eks;kutif : Sesuai Kenyataanj
BUPATI BOLMN_%%)' ONIpOW SELATAN,




| Pejabat Daerah -

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUNZ2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN
2018.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

T-in_gic-ét Pegéwai

Pejabat Daerah

Golongan 11/1

ONDOW SELATAN,

NO URAIAN Peiabat N . —— Lainnya Anggota | Pejabat Eselon Pejabat Eselon el s
€] egara | mpinan : |
DPRD DPRD dan Pejabat | llI/Golongan IV | IV/Golongan 1l Tidak Tetap
| Eselon 1i '
1. |Biaya Pemetian 5.000.000,- | 4.500.000,- 4.000.000,- |  3.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,-
2. | Pengangkutan — ~ Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN

2018.

'\

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDQW SELATAN
DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOINOT s v -

Dasar: 1l....
2....(memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan
perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama
Pangkat/gol ismaseisipvesisiissmnsisimmin s i
NIP R
Jabatan

.......................................................

2\ =1 ¢ o - SR
Pangkat/ gol S R T s
NIP
Jabatan

........................................................

........................................................

Untuk A

Bolaang Uki, susseenmmanpiyasimas,
PEJABAT YANG BERWENANG

..................................................
—————————————————

-------------------------------





